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Kata Pengantar

Konsep demokrasi social seharusnya sudah 
dikenal cukup baik di Indonesia. Nilai-nilai dasar 
yang terdapat di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh 
UUD 1945 mengakui dan menyatakan hal tersebut. Di 
banyak pertemuan dan diskusi para ilmuwan social 
politik dan aktivis sering kali perdebatan mengenai apa 
itu demokrasi social dan demokrasi libertarian diikuti 
dengan antusias, tetapi sayangnya karena pengalaman 
sejarah, banyak orang masih mencurigai istilah ”sosial” 
dalam demokrasi sosial,  sering dikaitkan dengan 
ideology komunisme.

Nilai-nilai demokrasi social sebenarnya adalah 
suatu paham yang telah diakui juga oleh masyarakat 
internasional. Di dalam Konvensi PBB 1966 tentang 
Hak Dasar telah dinyatakan lima hak, antara lain: hak 
sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut 
Thomas Meyer, kelima hak tersebut sebenarnya adalah 
komponen demokrasi sosial yang membedakannya 
dari pesaingnya demokrasi libertarian. Demokrasi 
libertarian lebih mengutamakan dan menekankan hak 
sipil dan politik tetapi mengesampingkan tiga hak yang 
lain.

Sejak masa reformasi 1998, perkembangan 
demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan 
yang sangat pesat. Dengan terselenggaranya pemilihan 
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umum secara demokratis dan langsung 1999 dan 2004, 
Indonesia telah dianggap berhasil melakukan sebuah 
terobosan langkah maju dalam menerapkan demokrasi. 
Namun, dengan meningkatnya harga pendidikan yang 
hanya mampu dibayar oleh orang-orang kaya, sistem 
perpajakan yang tidak efektif, jaminan sosial, kesehatan 
yang kurang mendukung dan minimnya lapangan kerja 
sehingga angka pengangguran sangat tinggi adalah 
indikasi bahwa tidak semua orang telah memperoleh 
hak-haknya. Buku ini memaparkan sebuah kerangka 
konseptual tentang sejauh mana demokrasi sosial 
dapat di terapkan. Telah tiba saatnya bagi masyarakat 
Indonesia untuk menetapkan pilihan demokrasi mana 
yang harus dijalankan dan kami berharap melalui 
terbitan ini FES dapat memberikan kontribusi dalam 
perdebatan tersebut.

Dr. Hans-Joachim Esderts
Resident Director FES Kantor Perwakilan Indonesia
Jakarta, Maret 2005
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1. Dua Konsep Demokrasi yang 
Berseberangan

Dalam lingkup global saat ini terdapat dua tipe 
demokrasi yang bertarung merebutkan dominasi 
politik dan spiritual, yaitu demokrasi libertarian dan 
demokrasi sosial. Keduanya mengaku sebagai strategi 
yang tepat untuk implementasi kebebasan dan keadilan 
institusional. Namun kedua konsep ini bertentangan 
satu sama lain dalam semua syarat institusional yang 
relevan, selain dari prasyarat minimum dari suatu 
institusi demokrasi liberal. Atau dengan kata lain, 
kedua konsep ini memberikan pemahaman yang 
berbeda tentang konsep kebebasan dan keadilan dalam 
kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Perbedaan antara demokrasi libertarian dan 
demokrasi sosial sama pentingnya dalam teori 
demokrasi dan politik praktis di setiap negara dan di 
dunia. Perbedaan ini mempengaruhi proses globalisasi 
yang terjadi di dunia saat ini.

Demokrasi Sosial dan Libertarian
Dua Model yang Bersaing dalam 
Mengisi Kerangka Demokrasi Lib-
eral
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2. Demokrasi Libertarian  

Dari sudut pandang ilmiah, demokrasi libertarian 
dikategorikan berdasarkan kenyataan bahwa walaupun 
Negara (Pemerintah) merupakan bagian dari struktur 
demokratis dalam koridor konstitusional, namun 
sebagian besar kondisi sosial dan ekonomi tetap 
dianggap sebagai wilayah privat yang lepas dari 
intervensi dan struktur politik.

Berdasarkan konsep ini, Undang-Undang Dasar 
yang menjamin kebebasan institusi politik demokrasi 
liberal hanya akan menemukan keseimbangan sosialnya 
dalam ekonomi pasar bebas yang dikombinasikan 
dengan kebebasan hak milik individu, privat, serta 
tanggung jawab tiap-tiap individu warga negara atas 
kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Tuntutan atas sebuah tanggungjawab keseluruhan 
pemerintah untuk membentuk struktur sosial, 
mengatur perekenomian, dan menjalankan kebijakan 
redistributif guna melaksanakan nilai-nilai dasar 
kebebasan dan keadilan bagi pihak-pihak yang kurang 
mampu dirasakan sebagai sebuah invansi tidak sah 
oleh negara ke dalam wilayah pribadi kekebasan 
warganegara. Yang dapat disamakan dengan hak-hak 
warganegara dan kebebasan demokratis untuk memilih 
dalam kehidupan politik dalam bidang kehidupan sosial 
dan ekonomi – menurut konsep ini – adalah institusi 
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yang tidak dikontrol oleh pemerintah, otonomi swasta, 
kontrak-kontrak yang diadakan oleh pihak swasta, dan 
pasar yang mengatur dirinya sendiri. Formula yang 
terbaru yang memberikan makna operasional atas 
konsep demokrasi ini adalah Konsensus Washington. 

Pengalaman pelaksanaan praktis atas model ini di 
kehidupan nyata selama dua abad terakhir menunjukkan 
bahasa yang sama dalam semua keadaan dimana model 
tersebut dijalankan. Dikarenakan adanya perbedaan 
yang cukup besar dalam prasyarat sosial, pendidikan 
dan personal, maka yang terjadi adalah serangkaian 
pelanggaran Hak-hak Asasi Universal (Universal Basic 
Rights) ketika dijalankan:  

Pertama: dalam kehidupan sosial dan ekonomi, 
hasilnya adalah kesenjangan yang besar dan seringkali 
terus berkembang dalam hal kesempatan dan pilihan 
bagi kelas-kelas masyarakat yang berbeda. Sebagian 
besar dari masyarakat seperti itu sering kali kemudian 
tidak memiliki barang-barang sosial untuk hidup 
dengan layak.

Kedua: Sebagian besar populasi dihukum dengan 
ketergantungan akan kebutuhan ekonomi dan sosial, 
oleh karenanya tersisihkan dari sebagian besar 
kehidupan bermasyarakat, sosial dan budaya.

Ketiga: Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan 
dari kelompok-kelompok besar di masyarakat yang 
mengarah pada asumsi bahwa pihak-pihak yang 
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terpengaruh oleh keadaan tersebut tidak dapat 
menggunakan hak-hak sipil demokratis mereka dengan 
sesungguhnya. Hasilnya adalah sebuah tipe demokrasi 
defektif yang menyangkal keberadaan suatu bagian 
dari kewarganegaraan, yaitu hak-hak sipil dan politik. 

Oleh sebab itu, demokrasi libertarian cenderung 
menjadi sebuah tipe demokrasi yang elit atau delegatif 
(Guillermo O’Donnell) yang membatasi kesempatan 
partisipasi demokratis yang penuh hanya untuk sejumlah 
warga negara tertentu saja. Biasanya kecenderungan 
disintegrasi sosial muncul dalam masyarakat tersebut 
dengan meningkatnya peluang variasi cara-cara yang 
lebih represif untuk mengintegrasikan masyarakat 
tersebut. Dalam masa-masa krisis, tingkat disintegrasi 
sosial yang tinggi cenderung untuk menjadi ancaman 
bagi stabilitas dan keberlanjutan demokrasi.

Perlu ditekankan disini bahwa demokrasi 
libertarian tidak sama dengan ‘demokrasi barat’ yang 
diimplementasikan sejak pertengahan abad 19 di Barat, 
atau praktisnya dalam semua masyarakat Eropa, ia telah 
ditantang dengan sukses oleh lawannya: demokrasi 
sosial. 
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3. Argumentasi Demokrasi Sosial

Demokrasi sosial seperti sekarang ini bukan hanya 
sebuah ide/gagasan mengenai bagaimana cara untuk 
mengatasi kekurangan dan kelemahan dari demokrasi 
libertarian; ia pada dasarnya adalah sebuah realitas 
dalam variasi negara-negara Eropa.

Pengalaman sejarah mengenai kekurangan dan 
kontradiksi demokrasi libertarian pada abad sembilan 
belas di Eropa-lah yang membawa kita kepada konsep 
demokrasi sosial dan dukungan mayoritas yang 
semakin meningkat terhadapnya di sebagian besar 
negara Eropa, terutama setelah Perang Dunia Kedua 
dan pengalaman krisis ekonomi dunia pada tahun 1920-
an, yang semakin membuka jalan untuk Demokrasi 
Sosial. 

Model ini terus menerus berada dalam proses 
perubahan dan modernisasi sepanjang masa namun 
berdasarkan atas seperangkat nilai dan hak dasar, 
preferensi institusional dan panduan pembuatan 
kebijakan yang ditetapkan dengan baik. 

3.1  Hak-hak Asasi Dasar
Titik awal dari konsep Demokrasi Sosial dalam 

bentuk modernnya adalah Konvensi Hak-Hak Dasar 
PBB tahun 1996 (United Nation’s Covenants on Basic 
Rights 1996). Dokumen ini – merupakan bagian yang 
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sah dari hak internasional – menyatakan lima kelompok 
Hak-hak Asasi:

Hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan 
budaya.

Dua kelompok hak yang pertama sudah dikenal 
dengan baik. Mereka membentuk dasar untuk demokrasi 
liberal. Hak-hak sipil contohnya seperti kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berserikat dan berkumpul; 
hak-hak politik seperti hak untuk membentuk partai 
politik dan untuk memilih. Namun tiga kelompok hak 
lainnya memiliki tingkat kepentingan dan validitas 
yang sama: hak sosial adalah hak atas perlidungan 
sosial, keamanan sosial, pendidikan, pelayanan 
kesehatan dan lain-lain, hak ekonomi meliputi hak 
memperoleh pekerjaan, atas pembayaran yang adil, atas 
kondisi kerja yang layak, dan hak budaya melindungi 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebudayaan 
suatu masyarakat dan untuk mengekspresikan identitas 
kebudayaan seseorang. 

Gagasan dibalik lima dimensi konsep hak-hak 
asasi tersebut adalah kebebasan dan kesempatan bagi 
pengembangan personal dan partisipasi penuh dari 
semua individu dalam kehidupan sosial haruslah 
dijamin bagi semua manusia terlepas dari status sosial 
dan kekayaannya. 
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Konvensi yang menyatakan hak-hak sipil, politik, 
sosial, ekonomi dan budaya universal tersebut 
diratifikasi oleh 148 negara dari semua daerah dengan 
kebudayaan dan tingkat pembangunan yang berbeda-
beda di dunia. Ia mewakili dasar normatif dari 
demokrasi sosial yang ada sekarang. Dalam semua 
keadaan dimana hak-hak asasi dari seseorang terancam 
oleh resiko yang merupakan tanggungjawab penguasa 
politik, maka negara memiliki kewajiban utama 
untuk bertindak. Negara harus memastikan bahwa 
kesempatan hidup warga yang terkena resiko tersebut 
tidaklah inferior dibandingkan dengan warga negara 
yang tidak terancam oleh resiko yang sama.  

Tentu saja pertama-tama negara memiliki 
kewajiban untuk mencegah risiko tersebut untuk 
terjadi. Bila negara tidak mampu melakukannya, maka 
negara harus memberikan kompensasi kepada “pihak-
pihak yang dirugikan” sebagai konsekuensi atas resiko 
yang mereka alami. Namun semua warga negara juga 
wajib untuk berkontribusi apapun yang dapat mereka 
lakukan guna mencegah atau mengganti resiko dengan 
usaha mereka sendiri. Dengan demikian, demokrasi 
sosial adalah mengenai kewarganegaraan sosial 
(Thomas H. Marschall).  
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3.2 Negara yang Memberikan Jaminan 
Kesejahteraan Berbasis Hak
Negara memenuhi kewajibannya untuk bertindak 

dalam beberapa tingkatan. Negara menawarkan 
perlindungan sosial terhadap kemungkinan-kemung-
kinan pelanggaran hak-hak asasi dasar warganya; 
menjamin kesempatan pendidikan yang sama, tidak 
hanya untuk mendapatkan keterampilan, namun juga 
untuk turut ambil bagian dalam kehidupan kebudayaan 
yang lebih luas; dan negara menjaga martabat mereka 
dalam konteks ekonomi dan sosial. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, negara dianggap perlu untuk mengatur 
pasar dalam sebuah ekonomi kapitalis dan menjamin 
berfungsinya sebuah ruang publik, di antara hal-hal 
lain. 

Demokrasi sosial biasanya dicirikan dengan negara 
yang memiliki kesejahteraan sosial komprehensif, yang 
menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya seperti halnya 
dengan mempertahankan sebuah distribusi kesempatan 
hidup yang adil. Ia juga memberikan kontribusi kepada 
keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi serta kohesi 
sosial dan stabilitas politik. Negara sosial  bertindak 
sebagai penyerap goncangan atau kejutan, mengurangi 
ketidakamanan yang dihasilkan oleh kapitalisme 
pasar, dengan menanggung jaminan keamanan yang 
disponsori oleh negara tidak terpengaruh oleh pasar 
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tersebut. 
Negara menyediakan pendapatan minimum untuk 

individu dan keluarga, juga menawarkan perlindungan 
yang efektif terhadap penyakit, kemiskinan di usia 
tua dan pengangguran. Selain itu, ia meyediakan 
sejumlah pelayanan sosial seperti pengawasan anak 
dan perawatan terhadap orang-orang lanjut usia.

Dalam demokrasi di negara-negara yang 
ekonominya maju, terdapat tiga tipe negara sosial: 
negara sosial universalistis dalam pola Skandinavia; 
versi konservatif yang terwakilkan dengan baik di Eropa 
Kontinental; dan karakteristik model liberal di negara-
negara Anglo-Saxon. Tipe-tipe negara sosial ini dapat 
dibedakan dengan mengetahui/memastikan apakah 
dan sampai ke titik apa mereka telah melembagakan 
hak-hak kewarganegaraan sosial.

Sebuah kondisi bagi prestasi dari demokrasi sosial 
adalah bahwa haruslah ada sebuah hak kewarganegaraan 
atas pelayanan sosial yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar.  Negara sosial liberal, yang memiliki 
ketentuan pengentasan kemiskinan tanpa adanya 
aturan hukum mengikat mengenai penerimanya, akan 
gagal memenuhi kriteria demokrasi sosial. Dua tipe 
lainnya, di sisi lain, dengan jelas telah melembagakan 
hak-hak kewarganegaraan sosial. 

Warga negara juga memiliki kewajiban tertentu 
yang melengkapi hak-hak dasar mereka: tidak hanya 
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untuk menerima martabat semua manusia, namun 
juga secara aktif memikul tanggung jawab atas hidup 
mereka sendiri. Setiap warga negara diwajibkan untuk 
meminta bantuan masyarakat hanya ketika usahanya 
sendiri untuk memperoleh penghasilan tidak berhasil. 
Ini adalah sebuah prasyarat untuk pemeliharaan 
seluruh sistem keamanan sosial.

Jadi setiap pemerintahan memiliki komitmen 
untuk menjamin kesetaraan kesempatan dan keadilan, 
tidak hanya dalam bidang politik namun juga di 
dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Menyediakan 
kesempatan dasar dalam kehidupan warga adalah 
tanggung jawab politik negara demokratis. Agar dapat 
melakukan hal tersebut, negara harus diatur menurut 
negara yang memberikan jaminan kesejahteraan 
berbasis hak.

3.3 Ekonomi Pasar Sosial yang Diatur dengan 
Undang-undang
Sebagai seorang pegawai, gaji yang adil dan 

partisipasi pekerja – dalam hal hak asasi ini – dianggap 
sebagai tujuan politik yang penting, peraturan sosial 
pasar merupakan sebuah keharusan politik. Tanggung 
jawab pemerintah atas hasil yang luas dari proses 
ekonomi dan atas perlakuan terhadap individu dalam 
kehidupan ekonomi tidak dapat ditinggalkan. Semua 
orang harus diberikan kesempatan untuk berpatisipasi 
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dalam keputusan ekonomi yang menyangkut nasib 
dan martabat mereka.

Dalam prakteknya, ekonomi politik dari demokrasi 
sosial dapat mengakomodasi banyak variasi. Hubungan 
antara politik dan pasar dimanapun dicirikan oleh 
ketegangan-ketegangan di bidang-bidang tertentu: 
produktivitas dan pertumbuhan, fleksibilitas dan 
inovasi terus menerus diadu melawan prinsip-prinsip 
keadilan sosial dan keamanan sosial. Oleh sebab itu, 
tujuan mendasar dari ekonomi politik dalam sebuah 
demokrasi sosial adalah untuk menciptakan harmoni 
dalam operasi pasar dengan syarat-syarat kebijakan 
yang dihasilkan oleh hak-hak asasi liberal, politik, 
ekonomi dan sosial.

Tentu saja, kapasitas fungsional pasar tersebut 
idealnya dipelihara dan  dipertahankan dalam semua 
aspek-aspek produktifnya. Namun tujuan untuk 
meningkatkan standar kehidupan dan kebebasan 
konsumen untuk memilih harus diseimbangkan dengan 
memperoleh pekerjaan tetap, keberlanjutan ekologi, 
dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 
Oleh karena itu, ekonomi pasar yang terkoordinasi 
merupakan rencana yang tepat bagi demokrasi sosial 
dibandingkan sistem pasar liberal, dikarenakan sistem 
pasar liberal seringkali kekurangan sarana institusional 
untuk menyeimbangkan tujuan produktif dengan 
tujuan sosial.
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Agar pengaturan politik atas pasar dapat berhasil, 
kerangka kerja legal yang sesuai harus diciptakan dan 
berbagai strategi mikro dan makro ekonomi untuk 
mengatur permintaan dan penawaran haruslah 
dilembagakan, guna menjamin keunggulan barang-
barang kebutuhan bersama dan hak-hak asasi di 
atas kepentingan pribadi individu. Pada dasarnya, 
politik masyarakat harus berada dalam posisi 
untuk mempengaruhi sub sistem pasar agar dapat 
meminimalkan konflik-konflik potensial antara 
rasionalitas keputusan ekonomi individu dan tujuan 
politik untuk kepentingan seluruh masyarakat. 
Namun demikian, perusahaan-perusahaan ekonomi 
perlu memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk 
meneruskan dan meningkatkan aktivitas usaha yang 
diinginkan masyarakat dimana mereka ikut serta 
didalamnya.

Walaupun tingkat dan tipe dari negara yang 
mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya 
dan ekonomi pasar sosial bergantung pada tahap 
pembangunan suatu negara dan tradisi budayanya, 
prinsip-prinsip ekonomi politik dari demokrasi sosial 
perlu memainkan peranan konstitutif dalam semua 
kondisi dan pada tingkat pembangunan manapun. 
Seberapa baiknya hal ini dapat difasilitasi tergantung 
kepada keputusan politik yang konkrit dalam situasi 
tertentu.
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3.4. Demokratisasi Masyarakat dan Partisipasi
Pada dasarnya sebuah demokrasi selalu memiliki 

tiga pendekatan berbeda untuk mencapai tujuan publik 
yang diinginkan (model tata pemerintahan):
1. Melalui pasar, mengenai pengadaan barang dan 

jasa diperoleh melalui pembayaran.
2. Melalui negara, mengenai barang-barang publik 

untuk manfaat dan penting untuk semua pihak 
diperoleh melalui alat kekuasaan.

3. Melalui masyarakat sipil, mengenai barang-
barang kolektif yang usaha mendapatkannya 
difasilitasi melalui sebuah tindakan –sukarela– 
solidaritas dalam bagian masyarakat.
Dalam memutuskan pendekatan mana yang 

harus digunakan untuk menyadari tugas sosial mana 
yang merupakan sesuatu hal yang hanya dapat 
diselesaikan melalui cara-cara demokratis, terdapat 
dalam karakteristik demokrasi yang sehat. Dimana 
keseimbangan yang optimal dapat dicapai dan sekali 
lagi, bergantung pada pengalaman yang diperoleh dari 
menggunakan setiap pendekatan ini secara bergiliran. 
Jelaslah bahwa hal ini sangat bergantung pada 
sejauh mana warga negara memiliki kemauan untuk 
melibatkan diri mereka sendiri dalam kepentingan 
kesejahteraan publik.

Demokratisasi masyarakat dan masyarakat sipil 
yang aktif berperan penting dalam demokrasi sosial. 
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Dalam suatu perusahaan dan di pertokoan, hal ini 
berarti bentuk keputusan yang diambil oleh mitra 
pegawai dalam porsi yang layak. Di sektor masyarakat 
lainnya, hal ini berarti bentuk partisipasi angkatan 
kerja, dimana keduanya membutuhkan perlindungan 
martabat para pekerja dan pemilik perusahaan, dan 
tingkat efektifitas yang mencukupi dari hasil akhir 
subsistem masyarakat tersebut (misalnya administrasi, 
sekolah, pelayanan kesehatan, dan sejenisnya).

Hal yang paling penting adalah membangun 
masyarakat sipil yang aktif. Hal ini tidak hanya akan 
menawarkan kesempatan kepada warga negara 
untuk meningkatkan kepentingan mereka dan 
mempraktekkan pengaruh demokratisasi dalam 
prosedur representatif; namun hal tersebut juga 
memberikan  kesempatan adanya dukungan sosial 
tambahan. Lebih jauh lagi, masyarakat sipil mendukung 
sosialisasi politik warga negara, dan memiliki fungsi 
mengarahkan di masyarakat luas.

Elemen fundamental lainnya dari demokrasi sosial 
adalah Ranah politik diskursus publik yang terbuka. 
Keberadaan hal ini membutuhkan pers yang bebas dan 
media massa lainnya, serta kebebasan mengungkapkan 
pendapat bagi setiap warga negara. Hal tersebut di 
atas merupakan kondisi esensial yang diperlukan 
untuk menjamin keberhasilan proses integrasi politik 
yang dibutuhkan oleh demokrasi sosial. Ranah publik 
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yang berfungsi  tidak hanya memberikan informasi 
dan argumentasi bagi individu; namun lebih jauh lagi 
hal tersebut memberikan kesempatan kepada warga 
negara untuk meraih kesepakatan mengenai nilai-nilai 
yang mempengaruhi kesejahteraan mereka bersama, 
contohnya masalah kebijakan pendidikan, ekonomi, 
dan sosial.  

Masyarakat sipil yang bebas, beragam, dan aktif 
membentuk basis demokrasi yang kuat dan efektif. 
Masyarakat sipil merupakan gabungan dari seluruh 
inisiatif, serikat, asosiasi, organisasi, dan jaringan 
dimana orang-orang secara sukarela ambil bagian 
dengan tujuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat 
dan bukan hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan 
diktator, yang menjatuhkan demokrasi, akan 
kemudian membatasi dan menekan semua kehidupan 
masyarakat sipil. Keberadaan beberapa partai politik 
tidak mencerminkan demokrasi yang berfungsi, ketika 
partai-partai politik tidak berakar dari masyarakat sipil 
yang aktif. Pelajaran ini hampir sama usianya dengan 
demokrasi itu sendiri, walaupun sering kali tidak benar-
benar dipertimbangkan. 

Dalam memahami masyarakat sipil ini, penting 
untuk diketahui bahwa yang termasuk dalam 
masyarakat sipil tidak hanya sekedar asosiasi sukarela, 
namun juga integrasi untuk kesejahteraan publik. 
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Sehingga segerombolan pencuri atau kelompok anti 
demokrasi tidak termasuk dalam definisi masyarakat 
sipil.

Keterlibatan aktif dalam masyarakat sipil, 
kelompok aksi lingkungan sekitar, kelompok hak asasi 
manusia, kelompok pembela lingkungan, organisasi 
masyarakat, atau kelompok sosial atau agama, dianggap 
sejalan dengan tindakan negara. Namun demikian, 
masyarakat sipil bertujuan pada kesejahteraan publik 
yang diperoleh melalui keterlibatan sukarela, tidak 
seperti tindakan negara. Di sisi lain, masyarakat sipil 
ini juga sama dengan tindakan ekonomi, karena bersifat 
sukarela, dan berorientasi pada mengamankan manfaat, 
melalui keterlibatan yang berbasis pada pendapatan. 

Selain menjamin barang-barang publik melalui 
tindakan sukarela, masyarakat sipil juga memiliki 
empat fungsi politik langsung, yang membuatnya 
menjadi bagian yang sangat penting dalam demokrasi:
1. Warga negara yang terlibat dalam inisiatif-inisiatif 

masyarakat kecil memperoleh kapasitas mereka 
untuk ambil bagian dalam arena politik. Mereka 
belajar mengenai fungsi politik, memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk keberhasilan 
tindakan mereka, dan keterampilan yang 
dibutuhkan untuk masyarakat yang berorientasi 
hasil dan keberhasilan.

2. Dengan keahlian politik dan kemampuan untuk 
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menilai diri sendiri, organisasi masyarakat sipil 
secara bertahap dan konsisten bekerja sama 
dengan parta-partai politik yang memiliki tujuan 
yang hampir sama dengan tujuan mereka. 
Mereka mendorong partai-partai tersebut untuk 
melakukan hal-hal yang berorientasi hasil. 
Banyak anggota organisasi masyarakat sipil ini 
yang melibatkan diri mereka ke dalam partai 
politik agar mereka dapat membangun kembali 
hubungan partai dengan kepentingan serta nilai 
sosial. Melalui tekanan publik yang mereka bawa 
dari luar, inisiatif masyarakat sipil juga bertindak 
sebagai pengawas konstan atas kegiatan partai.

3. Inisiatif masyarakat sipil juga dapat secara 
konsisten mengawasi apakah tindakan 
pemerintah dan partai menghasilkan sesuatu 
yang mengakomodir kepentingan masyarakat, 
dan apakah partai dan pemerintah terlibat 
langsung dalam pencapaian hasil ini.

4. Sebagai kelompok pelobi, inisiatif masyarakat 
sipil merupakan salah satu pihak yang paling 
disegani dalam peranannya oleh administrasi 
negara, parlemen, pemerintah, dan perusahaan.
Ketika masyarakat sipil-nya aktif dan beragam, 

partai politik, pemerintahan, dan lembaga eksekutif 
akan segera menyadari bahwa mereka harus berusaha 
membuat janji-janji mereka menjadi kenyataan.
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Mereka belajar mengetahui bahwa program-
program mereka harus efektif dan segala tindakan 
yang tidak memenuhi standar dan korupsi adalah 
ancaman. Oleh karena itu masyarakat sipil dianggap 
sebagai penghubung yang paling potensial, efektif, 
dan fleksibel antara masyarakat dan dunia politik, 
termasuk di dalamnya adalah partai politik. Masyarakat 
sipil bukanlah pengganti salah satu partai tersebut atau 
asosiasi ekonomi besar atau institusi demokrasi yang 
mandiri. Namun demikian, kualitas, nilai, dan stabilitas 
demokrasi ditentukan oleh keberhasilan masyarakat 
sipil.

3.5 Teori dan Praktek
Demokrasi Sosial bukan hanya sekedar teori atau 

utopia melainkan praktek yang berhasil di berbagai 
masyarakat eropa dan –dengan budayanya sendiri- juga 
di masyarakat Asia, seperti Jepang. Kebijakan-kebijakan 
yang ada di negara-negara tersebut melindungi 
warganya dari resiko ancaman sosial dan memberikan 
kesempatan partisipasi sosial dan politik. Dapat 
dikatakan bahwa model universal budaya demokrasi  
menemukan ekspresi-nya yang paling lengkap dalam 
demokrasi sosial, mengingat kelima kategori hak-hak 
dasar manusia terjamin di dalamnya. Oleh karena itu 
demokrasi sosial harus dianggap sebagai kondisi untuk 
mencapai partisipasi penuh dan demokratisasi yang 
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berkelanjutan. Di sisi lain, demokrasi libertarian, yang 
lebih mengfokuskan diri pada hak-hak sipil dan politik 
dan mengindahkan hak-hak sosial dan ekonomi, dapat 
ditempatkan sebagai demokrasi “defektif”. Demokrasi 
libertarian ini tidak dapat menjamin keberhasilan hak-
hak dasar di dunia nyata, ataupun menjamin kesetaraan 
dan otonomi politik warga negaranya.
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4. Globalisasi Progresif

Demokrasi sosial bukan hanya sebuah model 
untuk negara, namun juuga sebuah proyeksi untuk 
globalisasi progresif. Demokrasi sosial menjamin 
keberhasilan demokrasi, bahkan di bawah kondisi 
globalisasi sosial dan ekonomi. Pada tahap globalisasi 
saat ini, pertentangan antara pendukung demokrasi 
libertarian dan demokrasi sosial merupakan salah satu 
isu konflik utama di arena politik internasional dan 
di tiap-tiap negara. Terdapat dua pertanyaan yang ada 
dalam agenda dimanapun:
1. Haruskah demokrasi sosial dipertahankan di era 

persaingan pasar global atau dihapuskan untuk 
meningkatkan daya saing?

2. Dapatkah arena politik internasional dibentuk 
secara politik? Jika ya, apakah pembentukannya 
hanya pada tingkatan koordinasi politik minimum 
atau pada tingkat regulasi sosial dan ekologis 
pasar secara makro ekonomi?
Sementara pembela demokrasi libertarian tetap 

berpendapat bahwa globalisasi harus menggeser makna 
dan keberadaan demokrasi sosial, para pendukung 
demokrasi sosial melihatnya dari sisi yang berbeda: 
bahwa pembatasan tidak hanya berlaku untuk negara 
yang memberikan jaminan kesejahteraan dalam 
globalisasi, namun juga batasan sosial untuk globalisasi 
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itu sendiri.

Konsekuensi Politik Globalisasi
Sejak tahun 1970-an telah terjadi peningkatan 

kecendrungan menuju integrasi global pasar ekonomi 
dan hubungan sosial trans-nasional di wilayah-wilayah 
seperti teknologi informasi, komunikasi, pariwisata, 
polusi lingkungan, penyebaran penyakit, migrasi, dan 
lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi di suatu 
negara-bangsa kehilangan ruang lingkup pengaruhnya 
dalam pembangunan, sampai ke satu titik dimana 
penyebab dampak politik yang dirasakan suatu negara 
(misalnya kerusakan lingkungan, pengangguran, 
imigrasi, penyebaran penyakit, dan sebagainya) 
terdapat di luar batas wilayahnya.

Dasar berfungsinya suatu demokrasi, yaitu 
kapasitas untuk mengatasi semua masalah dalam 
wilayah jurisdiksi politiknya, telah hilang. Dan tentu 
saja, dimana demokrasi telah kehilangan posisinya 
untuk mengatasi masalah mendasar (yang merupakan 
alasan semula demokrasi dikembangkan), maka 
demokrasi juga kehilangan signifikansi dan alasan 
keberadaannya.

Akar permasalahannya, walaupun tidak menjadi 
penyebab keseluruhan masalah, adalah globalisasi 
yang mengutamakan ekonomi dan kemudian menjadi 
proses untuk membungkam demokratisasi. 
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Dalam rangka memperoleh kembali kekuasaan 
demokratis dalam pengambilan keputusan, ruang 
lingkup kekuasaan keputusan demokratis haruslah 
sebesar radius dampak dari masalah-masalah terkait, 
dengan resolusi yang sesuai dengan permintaan 
mayoritas anggota masyarakat. Dalam kondisi dimana 
masalah-masalah terkait melampaui batas-batas negara, 
demokrasi harus kembali berusaha mengatasinya 
dengan cara-cara yang memadai jika tidak ingin di 
devaluasi. Hal ini membutuhkan terciptanya instrumen-
instrumen tindakan politik untuk dapat kembali 
memfasilitasi masuknya unsur sosial dan ekologi pasar 
di tingkat global, setelah melampaui wilayah nasional. 

Dengan demikian, yang dibutuhkan oleh dunia 
global saat ini adalah struktur pengambilan keputusan 
politis, bentuk kerjasama trans-nasional yang 
memenuhi kebutuhan globalisasi yang sebenarnya.

Untuk tingkat trans-nasional, demokrasi harus 
didefinisikan kembali.

Uni Eropa merupakan hasil uji coba menuju 
ke arah tersebut. Asosiasi kerjasama regional 
lainnya seperti SAARC dan ASEAN kurang lebih 
memiliki jalur kerjasama politik regional yang sama. 
Perluasan asosiasi-asosiasi kerjasama regional, proses 
demokratisasi yang progresif, dan pembangunan 
hubungan yang menguntungkan di antara mereka 
merupakan konstituen yang penting untuk proses 
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pembangunan demokrasi global.  
Demokrasi global membutuhkan bentuk 

kerjasama yang efektif dan tidak dapat diganggu gugat, 
sambil menjaga sumber kehidupan alami, memastikan 
stabilitas finansial, pertumbuhan ekonomi yang 
seimbang, kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar di 
seluruh dunia, dan standar kehidupan dan kerja yang 
layak. Di saat yang sama, kita tidak dapat menutup mata 
dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia besar-
besaran di luar batas negara kita. Kita harus memiliki 
suatu sarana seperti lembaga bersama untuk hak-
hak warga negara dunia, dimana setiap warga negara 
dapat mengklaim perlindungan untuk hak-hak asasi 
dasarnya dari warga negara manapun lainnya, atau 
bahkan melalui organisasi politik dari suatu negara dan 
regional, dimana negara tersebut akan tetap menjadi 
elemen utama yang bertanggung jawab dan berkuasa.

Diskusi tentang masalah ini telah berlangsung 
kurang lebih selama dua dekade, dan merupakan 
langkah praktis pertama yang diambil untuk globalisasi 
demokrasi. Dapat dikatakan diskusi-diskusi tersebut 
cukup memadai dan beberapa diantaranya mengarah 
pada arah yang benar. Sebuah pemerintah global tidak 
tampak sebagai suatu solusi yang menarik ataupun 
realistis karena nantinya negara-negara penting dan 
berpengaruh akan menolak usulan ini; usulan ini 
juga semakin tidak menarik karena berarti jarak pusat 
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ekonomi akan semakin jauh dari masyarakat yang 
membutuhkan dan bergantung kepadanya, sehingga 
akan semakin mengurangi kesempatan pengaruh 
demokrasi.

Salah satu model solusi yang ditawarkan dan paling 
diterima di tingkat internasional adalah konsep tata 
pemerintahan global, model ini memiliki kemungkinan 
terbesar untuk direalisasikan dan menawarkan prospek 
terbaik untuk memecahkan masalah-masalah terberat 
globalisasi  dengan efektif.

Tata pemerintahan berarti menahkodai atau 
mengatur melalui sarana politik, dengan melibatkan 
tindakan pemerintah, namun tidak terbatas hanya untuk 
tindakan pemerintah belaka. Tata pemerintahan global 
berarti secara simultan memperluas empat bentuk 
koordinasi dan peraturan politik yang berbeda, yang 
terkait, melengkapi, mengawasi, dan mempengaruhi 
satu sama lain.
1. Ekspansi organisasi politik global, yaitu PBB, 

menjadi suatu badan yang dapat membahas isu-
isu sosial dan ekonomi, meraih kesepakatan dan 
mempengaruhi implementasinya. Sebagai contoh, 
adanya pembahasan mengenai pembentukan 
Dewan Keamanan Dunia untuk Masalah 
Ekonomi.

2. Meningkatkan dan memperbaiki kerjasama 
politik regional antar negara, seperti yang 
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terdapat dalam Uni Eropa, ASEAN, atau SAARC. 
Asosiasi regional sejenis ini dapat secara 
kolektif mengakomodir masalah-masalah sosial, 
ekonomi, dan ekologi dari masing-masing 
negara anggotanya dengan proporsi yang cukup 
signifikan. Dengan semakin menguatnya posisi 
asosiasi ini, mereka dapat ambil bagian dalam  
menentukan perkembangan ekonomi, sosial, dan 
ekologi dunia.

3. Meningkatkan, memperbaiki, dan –yang 
terpenting- mendemokratisasikan rezim-rezim 
trans-nasional. Istilah rezim ini mengacu pada 
peraturan politik trans-nasional pada wilayah 
permasalahan tertentu, misalnya liberalisasi 
perdagangan dunia, ekologi, kondisi sosial 
dasar, dan eksploitasi laut. WTO adalah salah 
satu contoh rezim yang dimaksud. Rezim trans-
nasional pada saat yang sama akan menentukan 
kesepakatan trans-nasional yang mengikat atas 
suatu masalah dalam bentuk kontrak, pihak 
berwenang yang independen, dan prosedur 
arbitrase. Demokrasi sosial di tingkat global 
tidak hanya memfokuskan diri pada proses 
demokratisasi dalam rezim-rezim yang ada, 
namun juga terhadap peningkatan peran rezim-
rezim yang memperhatikan masalah seperti 
kondisi kerja, standar sosial, arus finansial global, 
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atau pengentasan pengangguran. 
4. Masyarakat sipil trans-nasional telah 

membuktikan diriya sebagai jaringan politis yang 
berpengaruh. Inisiatif-inisiatif masyarakat sipil 
ini di satu sisi dapat mengakomodir kepentingan 
masyarakat di sekitarnya dengan tindakan yang 
setara dengan kemampuan institusi politik 
besar, namun dengan cara yang lebih cepat jika 
dibandingkan dengan institusi politik tersebut. 
Masyarakat sipil sebagai organisasi pelobi dan 
pengawas dapat menegur tindakan-tindakan 
atau kepentingan organisasi yang bertentangan 
dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga 
dapat mendorong terjadinya perubahan. Di sisi 
lain, masyarakat sipil juga dapat memecahkan 
sejumlah masalah melalui koordinasi mereka.
Dalam dunia pasar global dan pengaruh sosial 

global, demokrasi juga membutuhkan globalisasi. 
Globalisasi negatif yang melibatkan pengurangan 

perbatasan untuk ekspansi pasar harus diseimbangkan 
dengan globalisasi positif atau progresif dengan 
menyusun struktur tanggung jawab politik. Di era 
globalisasi ini, struktur tanggung jawab politik tersebut 
merupakan agenda kalangan demokrat. Inilah yang 
dimaksud dengan demokrasi sosial di dunia saat ini. 
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5.  Kesimpulan

Kita dapat menarik tiga kesimpulan dalam 
memahami karakteristik Demokrasi Sosial:

Pertama: Demokrasi Sosial bukanlah sebuah sistem 
ataupun obat yang ampuh untuk semua penyakit sosial 
dan ekonomi, dan juga bukanlah model siap pakai yang 
dapat diekspor ke seluruh tempat di dunia. Demokrasi 
Sosial adalah pendekatan pragmatis yang memberikan 
nilai dan kepentingan yang setara kepada kelima Hak-
Hak Dasar sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya 
dalam kerangka kerja demokrasi sosial. Institusi 
demokrasi sosial perlu dibentuk sesuai dengan kondisi 
nyata yang ada di masing-masing negara yang berada 
di bawah pengaruh globalisasi ekonomi.    

Kedua: Dimensi proteksi jaminan sosial, keadilan 
sosial, perluasan demokrasi, stabilitas demokrasi dan 
kinerja ekonomi mengalami keberhasilan yang tidak 
perlu diragukan lagi di negara-negara yang mengadopsi 
demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah pendekatan 
yang dapat digunakan namun membutuhkan usaha 
dan penyesuaian terus menerus.

Ketiga: Dalam era globalisasi, demokrasi sosial 
membutuhkan implementasi simultan pada dua 
tingkat: dalam setiap negara dan di arena global.
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